
 
BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG 

 
        NOMOR 25 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 
SKALA PRIORITAS PENCAPAIAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, 
PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUMEDANG, 
 

Menimbang  : a. bahwa pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, 
dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 

merupakan sumber pendapatan daerah untuk 
membiayai penyelenggaraan tugas pemerintahan 
dan pembangunan; 

  b. bahwa rencana penerimaan pendapatan asli daerah, 
pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan 

daerah yang sah sebagaimana tercantum dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 harus 
diupayakan pencapaiannya oleh Perangkat 
Daerah/Badan Usaha Milik Daerah secara 

maksimal; 
  c. bahwa dalam rangka pencapaian rencana 

penerimaan pendapatan asli daerah, pendapatan 
transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, 

perlu menetapkan skala prioritas pencapaian; 
  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 

perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Skala 
Prioritas Pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain 
Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 

2023; 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mengingat… 

SALINAN 



Mengingat  : 1.   Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 
  2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
  3.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

  4.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

  5.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 
  6.  Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2018 Nomor 1); 
  7.  Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Daerah  Kabupaten 
Sumedang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Daerah  Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 2); 
 
 

 
 

 
 

 
8. Peraturan… 



  8.  Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 

2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah  Kabupaten 

Sumedang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 3); 

  9.  Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28); 

  10.  Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 
Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Nomor 32); 

  11.  Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Nomor 18); 
  12.  Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7             

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 

7); 
  13.  Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 

2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2022 Nomor 195); 
 

  MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SKALA PRIORITAS 
PENCAPAIAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI 
DAERAH, PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN 

PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TAHUN ANGGARAN 
2023. 

 
KESATU : Skala prioritas pencapaian penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah, Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan 
daerah yang sah tahun anggaran 2023 sekurang-
kurangnya sebagai berikut: 

a. sampai dengan Triwulan I sebesar 15%; 
b. sampai dengan Triwulan II sebesar 40%; 

c. sampai dengan Triwulan III sebesar 75%; dan 
d. sampai dengan Triwulan IV sebesar 100%. 

 
KEDUA... 



 
 

Ditetapkan di Sumedang 
pada tanggal 5 Januari 2023 
 

BUPATI SUMEDANG, 
 

ttd 
 

DONY AHMAD MUNIR 
 

 

 Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA 
KABUPATEN SUMEDANG, 

 
 

 
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn. 

     NIP. 19650129 199803 1 001 

KEDUA : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang 

merumuskan pedoman pemecahan masalah yang 
dihadapi dan mengambil langkah positif dalam 

pelaksanaan operasional Pendapatan Asli Daerah, 
Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang Sah. 
 

KETIGA : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang 
selaku koordinator pendapatan daerah melakukan 
koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas 

kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dan 
Badan Usaha Milik Daerah dalam pemenuhan rencana 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan 
Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 

secara periodik. 
 

KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah dan Direksi Badan Usaha Milik 

Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan 
Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 

melaporkan perkembangan penerimaan setiap bulan 
kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Sumedang selaku koordinator pendapatan 
daerah, paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan 
berikutnya. 

 
KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan 

Bupati Sumedang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Skala 
Prioritas Pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang Sah Tahun Angaran 2022, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 


